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Abstrak

Hubungan 'Antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawarata Desa (BPD)
untuk membangun desa -berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Dalam Penetapan Peraturan Desa
(PERDES) agar mencapai hasil yang maksimal dan APBDes, maka terdapat
faktor- faktor yang mempengaruhi, faktor pendukung maupun faktor penghambat
di dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif Kkualitatif
(menggambarkan  situasi/kejadian) dengan sampel yakni Kepala Desa
Karangsono, ketua BPD desa karangsono beserta jajarannya dan beberapa tokoh
masyarakat Desa Karangsono Pengambilan sampel dilakukan dengan cara
purposive sampling (sampel secara sengaja). Pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara dan observasi. Data di analisis dengan menggunakan metode
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hubungan Antara
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawarata Desa (BPD) Dalam membangun
desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Penetapan
Peraturan Desa (PERDES) Di Desa karangsono Kecamatan bangsalsari kabupaten
Jember sudah berjalan dengan saling mengisi sebagai mitra dalam menjalankan
proses pemerintahan, walaupun belum terlalu efektif hal ini terlihat dalam hal
penetapan peraturan desa yang belum dibukukan, BPD sampai sejauh ini hanya
mampu melaksanakan satu kali musyawarah sehingga peraturan desa yang
ditetapkan ole kepala desa hanya satu yakni tentang APBDes. Dan hal ini teijadi
karena lemahnya sumber daya manusia (SDM) dari anggota BPD.

Kata kunci : Hubungan Pemerintah Desa, BPD, APBDes, peraturan Desa
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Abstract

The relationship between the Village Government and the Village Consultative
Body (BPD) to develop villages based on Law No. 6 of 2014 Bangsalsari District,
Jember Regency. supporting and inhibiting factors in its implementation. This
type of research is descriptive qualitative (describes the situation/event) with the
sample being the Head of Karangsono Village, the head of the Karangsono
Village BPD and their staff and several community leaders in Karangsono
Village. Sampling was done by purposive sampling (sampling intentionally). Data
collection was done by interview and observation. The data were analyzed using a
qualitative descriptive method. The results of the study concluded that the
relationship between the village government and the Village Consultative Body
(BPD) in developing villages based on Law No. 6 of 2014 concerning Villages
and the Stipulation of Village Regulations (PERDES) in Karangsono Village,
Bangsalsari District, Jember Regency has been running with each other as
partners in In carrying out the government process, although this has not been
very effective, this can be seen in the stipulation of village regulations that have
not been recorded, the BPD so far has only been able to carry out one
deliberation so that there is only one village regulation stipulated by the village
head, namely the APBDes. And this happened because of the weak human
resources (HR) of BPD members.

Keywords: Village Government Relations, BPD, APBDes, Village regulations.
l. Pendahuluan

Desa merupakan organisasi terkecil di pemerintahan suatu kabupaten yang
disebut dengan nama lain ada sebelum negara kesatuan Republik Indonesia
terbentuk.sebagai bukti keberadaanya, penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan,

(13 (13

bahwa dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250
zelfbesturende landsschappen “ dan “ volksgemeenschappen ”, seperti Desa di
Jawa dan Bali, nagari diminangkabau, lusun dan marga di Palembang, dan
sebagainya. Daerah-daearah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karnanya

dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa, oleh sebab itu,

keberadaanya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan



hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia'. Desa yang merupakan

lingkup organisasi atau merupakan susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat

dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan suatu otonomi

yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. dari

sinilah dapat ditentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, baik itu

dari tingkat daerah mupun dari tingkat pusat melalui tugas pembantuan yang

diberikan kepada Pemerintah Desa, kemudian dapat menyalurkan program

bantuan kepada masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 1,3,4 Undang-Undang No 6

Tahun 2014 Tentang Desa telah disebutkan bahwa?;

1.

Pasal 1 berbunyi “Desa merupakan desa dan desa adat yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan ~masyarakat setempat - berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisonal yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Indonesia™.

Pasal 3 berbunyi “pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa”.

Pasal 4 berbunyi “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan

nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

! Moch. Solekhan. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Cet
Ke 3. (Malang, Setara press, 2014), hal. 13

® PP tahun 2015 Tentang Desa, Cet; 1 (Bandung, Citra Umbara, 2015). hal. 2



anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokrasi”
Pemerintah Desa merupakan sebagai ujung tombak dalam sistem
pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan secara langsung dengan
masyarakat. Dengan hal tersebut sistem dan mekanisme penyelenggaraan
pemerintahan daerah sangat didukung dan-ditentukan oleh pemerintah desa dan
BPD sebagai bagian dari Pemerintah Desa. Struktur kelembagaan dan mekanisme
kerja bearda di-.semua tingkatan pemerintah, khususnya Pemerintahan Desa harus
diarahkan untuk “dapat menciptakan pemerintahan yang peka  terhadap
perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu,
pemerintah desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat Desa setempat tanpa adanya timpang tindih kewenangan
antara kepala desa dan BPD.
Sedangkan dapat diliat dalam pasal 19 Undang-Undang No 6 Tahun 2014

Tentang Desa bahwa kewenangan dari desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul

2. Kewenangan lokal berskala desa

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten.

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa mempunyai kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. sama halnya ditingkat daerah
maupun pusat di dalam menjalankan pemerintahan dibantu dan bekerja sama
dengan badan eksekutif maupun legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan®.
Sama hal di tingkat Desa, dalam menjalankan roda pemerintahanya, kepala desa
tidaklah bekerja sendiri, namun dibantu oleh perangkat desa yang lain seperti
sekretaris desa dan yang lainnya. Badan Permusyawaratan Desa merupakan
perwujudan dari sistem demokrasi, di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014
Tentang Desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya 'merupakan wakil penduduk desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. Badan
Permusyawaratan Desa dilihat dari wewenangnya dapat di katakan sebagai
lembaga legislatif di tingkat desa , sedangkan Pemerintah Desa dan perangkat
Desa  vyang lainnya adalah lembaga eksekutif. Dibentuknya = Badan
Permusyawaratan Desa merupakan hasil dari reformasi dari perwujudan
demokrasi di tingkat desa. BPD memiliki pengaruh yang sangat penting dalam
Pemerintahan Desa yaitu untuk menggali ,menampung, menghimpun, dan
menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga Badan Permusyawaratan Desa di
tingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program
yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan

masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri. Badan Permusyawaratan Desa

* HAW Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh cet. Ke 2
(Jakarta: Raja grafindo persada, 2004), hal. 3



dapat membuat rancangan peraturan desa yang secara bersama-sama pemerintah
desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga
pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi
peraturan desa APBDes.

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa
adalah mitra, artinya antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa harus
bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. Badan
Pemusyawaratan Desa mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk
merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan desa, selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga berkewajiban
untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dalam konteks
penyelenggaraan . pemerintahan sehari-hari dan pembangunan Desa, BPD
mempunyai peran normative sebagai alat kontrol pemerintah desa’.

Kehadiran BPD dengan sejumlah - fungsi yang melekat padanya
menjadikan badan permusyawaratan desa sebagai sebuah institusi yang memiliki
kekuasaan besar di tingkat desa, selain kekuasaan kepala desa yang sudah lama
ada juga ada dalam struktur pemerintahan bahwa kepala desa sejajar dengan
Badan Permusyawaratan Desa. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari
wewenang dan hak yang dimiliki oleh-Badan Permusyawaratan Desa. Wewenang
yang dimaksudkan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan

pemberhentian Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

® http: //blogspot.com/2014 bpd sebagai lembaga desa, Di akses pada pukul 08. 45 WIB 15
september 2020



Pasal 61 Butir 1 dan 2 undang-undang no 6 tahun 2014, menyebutkan Hak Badan

Pemusyawaratan Desa Yaitu:

a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan
Desa kepada Pemerintah Desa.

b. Menyatakan Pendapat atas Penyelenggaraan pemerintahan Desa,
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Dan pemberdayaan
Masyarakat Desa’.

Di dalam Pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
terdapat fungsi BPD yang berkaitan dengan Kepala Desa yaitu:

a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan

c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Konsep BPD sebagaimana yang tertuang oleh Undang-Undang No 6 tahun

2014 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada kepala desa.

Selain itu, dikenalkannya badan permusyawaratan desa adalah untuk

memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan-

kewenangan legislasi pada umumnya. Dengan fungsi legislasi, kontrol, dan
penggalangan aspirasi masyarakat, membuat BPD menggeser posisi dan fungsi
politik Kepala Desa. Hal ini akan membawa akibat yang sangat luas dalam tarik-
menarik antar politik didesa. Begitu banyak peraturan yang mengatur tentang

BPD, semua dengan implementasi yang jelas menjadikan-penulis tertarik untuk

mengetahui Bagaimana sebenarnya Kinerja BPD itu dalam kaitanya dengan

pemerintah desa, apakah benar-benar membantu Pemerintah Desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi demokrasi bahwa desa

memiliki BPD tanpa implementasi, atau malah akibatnya dapat menimbulkan

® Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria. Desa Hebat, Indonesia Kuat! Cet: 1(Yogyakarta,
Pustaka Yustisia, 2014). hal. 84



masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan waktu yang
sesungguhnya lebih di butuhkan oleh masyarakat Desa untuk melepaskan diri dari
faktor kemiskinan dan krisis perekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji
permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian
yaitu:  “Kajian  Yuridis - Hubungan —Pemerintah Desa Dan Badan
Permusyawaratan Desa Untuk Membangun Desa Berdasarkan Undang-undang
No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari,
Kabupaten Jember).

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di jadikan rumusan masalah sebagai
berikut :
1. Bagaimanakah Hubungan Pemerintah Desa Dan BPD dalam membangun
Desa Di Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Jember?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan desa dalam menjalankan hubungan pemerintahan?
1. Metode Penelitian
Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk menjamin dan
mendapatkan kebenaran. Hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka
melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Dalam penyusunan suatu karya
ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan
penyusunan laporan yang sistematis. Metodologi memiliki pengertian yaitu :

a. Logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian,



b. Suatu sistem dari prosedur penelitian. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan
bahwa metode penelitian merupakan suatu saraja pokok dalam pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian
bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis metodologis dan
konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan kontruksi
terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah’.

Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini-adalah Yuridis
Empiris atau penelitian kuantitatif. Pendekatan yang dimaksud adalah hukum
dilinat sebagai norma atau das sollen, karena dalam melakukan pembahasan
masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis maupun
tidak tertulis. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum
sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein karena dalam penelitian ini data
yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Dalam ‘penelitian ini ada 3 (tiga) metode  pendekatan, yaitu Pendekatan

Perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach), dan

terakhir pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan peraturan

perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan
regulasi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu
memahami hierarki, dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan

pendekatan Perundang-undangan®. Selain itu (Statute Approach) dilakukan

” Prof.Dr. Suryana, MSi,metodologi penelitian model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif,
universitas pendidikan Indonesia, 2010, hal 20

® peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Pranada Media Group,

2017, him.137.



dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-

norma yang tedapat dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Jenis Penelitian

a. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian dengan
adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Seperti hasil
wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis
hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam
kehidupan masyarakat®. Penelitian lapangan (field research), yaitu peneltian
yang dilakukan dilapangan dengan. pengamatan langsung. Dalam hal ini,
penulis melakukan wawancara kepada Kepala Desa Karangsono, wakil ketua
BPD, anggota BPD, beberapa tokoh Masyarakat, dan berbagai pihak yang
terkait dalam penulisan skripsi ini.

b." Penelitian kepustakaan (library research), penulis mengkaji buku-buku terkait
pemerintahan Daerah, pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,
situs-situs internet, terhadap UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan serta
hal lain yang memiliki hubungan dengan pembahasan skripsi ini.

Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan
skripsi ini, maka lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Karangsono Kecamatan

Bangsalsari, Kabupaten Jember. Lokasi Penelitian ini dipilih karena, peneliti

menganggap lokasi ini dinilai representatif untuk mewakili penelitian ini dalam

° Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafiando Persada, 2003), him
43



mengkaji dan menganalisis pelaksanaan hubungan Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa Dalam pembangunan Desa di Desa tersebut.

Sumber Data

Dalam menyusun proposal ini, data yang diperoleh dalam penelitian dapat

dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh seara langsung dari sumber
pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data
diperoleh dari lapangan secara langsung wawancara kepada:

a. Kepala Desa Karangsono
b. Ketua BPD Karangsono berserta \Wakil dan Anggotanya

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari litelatur, dokumen-dokumen
serta peraturan perundang-undangan Undang-Undang No 6 Tahun 2014
Tentang Desa,Peraturan Desa No 07 Tahun 2019 yang relevan dengan materi
penulisan.-Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumen pada
instansi terkait dan sebagai pelengkap data primer.

3. Data Tersier, yakni bahan-bahanyang memberikan petunjuk ~maupun
penjelasan terhadap bahan data primer dan data sekunder, misalnya kamus-
kamus dan ensiklopedia.

Teknik Pengambilan Data
Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini,penyusun

menggunakan metode-metode penggalian data sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan, teknik semacam ini dilakukan dengan cara membaca,

menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada



kaitannya dengan hubungan kepala desa dan badan permusyawaratan desa
dalam membangun desa yaitu menggunakan undang-undang no 6 tahun 2014
tentang Desa. Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelitian
untuk mencari bahan-bahan hukum yang ditetapkan dengan hukum yang
relevan terhadap isu yang dihadapi.’® Sebelum itu, sangat penting untuk
menyelaraskan permasalahan yang diteliti dengan peraturan perundang-
undangan yang ada di Indonesia atau melalui prosedur inventarisasi dan yang
sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Observasi Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah pengamatan
dengan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki.
Yakni dengan mengamati secara langsung, dan masyarakat yang ada di Desa
Karangsono.

Metode wawancara yang di gunakan penyusun adalah menghubungi dan
bertanya (berkomunikasi langsung) dengan responden*. Untuk mendapatkan
data dan informasi di lapangan. pihak yang di maksud informan dalam
penelitian ini adalah Kepala desa, Anggota BPD,  yang ada di Desa
Karangsono, kecamatan Bangsalsari kabupaten Jember*?.

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel

berupa catatan, transkip, buku, dan sebagainya. metode ini di gunakan pada

'® Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Pranada Media Group,
2017, him.237
™! Sunggono, Bambang, Metode penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), him

112

12 Husaini Usman dkk, Metode Penelitian Sosial Cet: V, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004),
hal. 58



saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi anggota yang
bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.
Teknik Analisis Data

Penulis dalam megolah dan menganalisis data mengunakan analisis
kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata — kata
atau gambar data tersebut diperoleh dari hasil analisis undang-undang terkait yaitu
Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, wawancara , catatan, pengamatan
lapangan, potret, dokumen perorangan, memorendum dan foto/dokumen resmi,
sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit. Dalam
menguji data dan materi yang disajikan, diperlukan metode sebagai berikut:

1. Deduktif ~yang pada umumnya  berpedoman pada  peraturan
perundangundangan.

2. Deskriktif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau
memperjelaskan bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.

IV. = Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Hubungan Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Membangun Desa Di Desa

Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Jember.

Desa Karangsono merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan
Bangsalsari Kabupaten Jember. Desa Karangsono terbagi menjadi 4 Dusun yakni
Dusun Krajan, Dusun Begelenan, Dusun Curah Keting dan Dusun Sukorejo.
Secara geografis Desa Karangsono terletak pada posisi 8° 224’02 Lintang
Selatan dan 113° 515” 36” Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah

berupa daratan sedang yaitu sekitar 49 m diatas permukaan laut. Jarak tempuh



Desa Karangsono ke ibu kota kecamatan adalah 5 km, yang dapat ditempuh
dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten
adalah 25 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit dan ibu kota
provinsi 350 km yang dapatdi tempuh dengan waktu sekitar 4 jam.*?
a. Batas-Batas Wilayah Desa Karangsono Meliputi:
Batas Utara : Desa Bangsalsari
Batas Timur: Desa Sukorejo kecamatan Bangsalsari
Batas Selatan:Desa Karangsemanding dan Desa Karangduren KecamatanBalung
Batas Barat : Desa Paleran Kecamatan Umbulsari
b. Luas wilayah
Luas Wilayah Desa Karangsono -adalah 757.6 Ha. Luas lahan terbagi ke dalam
beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti- untuk fasilitas umum,
pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang
diperuntukkan  untuk - pemukiman adalah - 225,7 Ha. Luas lahan Yyang
diperuntukkan untuk pertanian adalah 480 Ha.

Luas lahan untuk ladang tegalan dan perkebunan adalah 48.4 Ha.
Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut:
1. Untuk perkantoran 0,5 Ha,
2. Sekolahan 1,5 Ha,
3. Olahraga 1 Ha
4. Tempat pemakaman umum 1,5 Ha.

c. Saranadan Prasarana

'3 Buku Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Desa karangsono
Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember Tahun 2018-2023, him. 15



Perkembangan pembangunan sarana dan prasarana harus berdampak pada
perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan
kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik. Untuk itu dalam suatu desa
pasti memiliki sarana prasarana yang digunakan untuk kepentingan warga desa
dalam kehidupan bermasyarakat. Dan berikut uraian sarana dan prasarana yang
ada di Desa Karangsono.*

1. Prasarana Kesehatan

Posyandu : 9 unit
Polindes : L unit
Bidan Desa : 2 orang

2. Prasarana Pendidikan

TK/PAUD : 5 unit
SD/MI : 5 unit
SLTP/MTs : 1 unit
SLTA/MA : 1 unit
TPA/TPQ . 6 unit

3. Prasarana Umum lainnya
Tempat Ibadah . 44 unit
Lapangan Olahraga : 1 unit
Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Hubungan antara

 Ibid him 16



Pemerintah Desa dan BPD diatur juga dalam Bab VII Peraturan Desa Undang-
Undang Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa, Berbunyi :
Pasal 69

(1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala
Desa, dan peraturan Kepala Desa.

(2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih
tinggi.

(3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi
dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Tabel APBDes Realisasi Tahun 2020
Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember (sumber: Laporan

APBDes Desa KarangsonoO

Pendapatan uraian realisasi
Rp 2.161.058.828,00 Pendapatan asli Rp. 270.000.000;00
desa

Rp. 270.000.000;00

Alokasi-dana desa Rp. 672.238.000;00

Rp. 671.138.000;00

Dana desa Rp. 1.120.483.828;00

Rp. 1.120.483.828;00

BGH Pajak dan Retribusi

Rp. 99.437.000;00

Bantuan keuaangan lain




Rp. 0

Belanja Rp. 2.161.058.828;00

Bidang penyelenggara Rp. 892.415.000;00
pemerintah

Rp. 892.415.000;00

Bidang pembangun desa Rp. 892.415.000;00

Rp. 880.433.820;00

Bidang pembinaan Rp. 110.660.000;00
masyarakat desa

Rp. 110.660.000;00

Bidang pemberdaya Rp. 12.000.000;00
masyarakat

Rp. 12.000.000;00

Bidang penanggulangan Rp. 265.550.000;00
bencana desa

Rp. 265.550.000;00

Berdasarkan survey APBDes Desa Karangsono sudah dilakukan secara
transparansi sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang No 6 Tahun 2014
dan diawasi oleh BPD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa (PP No 43
tahun 2014 Pasal 1 Ayat 10). BAB VIII bagian ke 1 dalam Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah




semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 Ayat
(1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan
Desa.

Hubungan pemerintah desa dan BPD di desa Karangsono Kecamatan
Bangsalsari kabupaten Jember dalam menjalankan semua program desa BPD dan
pemerintah desa saling bekerjasama dengan mengadakan rapat atau musyawarah
dalam membuat program desa yaitu tentang pembangunan desa terutama
pembangunan di berbagai bidang yang sudah disepakati bersama dan yang akan
dilaksanakan agar program desa berjalan dengan baik. Meskipun kadang ada
perbedaan pendapat tetapi masih bisa diselesaikan secara musyawarah mencapai
mufakat.” Sebagaimana hasil wawancara dari kepala desa Karangsono dan ketua
BPD desa Karangsono bahwa dalam melaksanakan program kerja pemerintahan
desa Karangsono selalu melakukan sinergi antara kepala desa dengan ketua dan
anggota BPD desa Karangsono
3.2 Faktor apa saja yang menjadi kendala pemerintah desa dan badan
permusyawaratan desa dalam rangka menjalankan hubungan pemerintahan
di Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Jember.

Faktor yang menjadi kendala di desa Suak Putat dalam hubungan Pemerintah desa
dan BPD dalam rangka menjalankan hubungan Pemerintahan di desa Karangsono

kabupaten Jember hasil dari wawancara dari pemerintah desa adalah:

'> Wawancara dengan Kepala Desa Karangsono Bapak Moh Ahrul Fatah pada tangga | 5 April
2021 pukul 10,30 wib diBalai Desa Karangsono



1. Pelaksanaan hubungan kerja yang kurang harmonis dan menunjukkan
kecenderungan terjadinya dominasi BPD dan juga kepala desa tanpa harus
melibatkan berbagai “stake holder”. Dominasi ini terjadi karena adanya
persepsi yang salah dan cenderung menyimpang akan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan perundang-undangan- yang . mengatur tentang fungsi dan
kewenangan BPD juga telah memberikan peluang terjadinya over capacity
yang diartikan bahwa anggota BPD dalam hal ini kedua instrumen, kepala
desa dan BPD kurang memahami  tupoksinya masing-masing dan
menyebabkan BPD tidak faham apa yang sudah dimusyawarahkan bersama
diforum.

3. Wujud konkrit akibat hubungan yang tidak harmonis antara kepala desa dan
BPD terlihat dalam proses-proses penyusunan dan penetapan peraturan desa,
penyusunan dan penetapan anggara pendapatan dan belanja desa (APBD),
pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan pertanggungjawaban kepala desa.
Hubungan kerja. Kepala Desa dan BPD dalam proses-proses tersebut,
menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa atas
persetujuan yang diberikan oleh BPD. Dimana BPD hanya berupa lembaga
yang menyetujui, kurang- berperan aktif dalam menjalankan tugas dan
fungsinya. Sehingga seringkali kondisi demikian menimbulkan ketidaksinkron
antara Kepala Desa dengan BPD.

4. Dan juga terdapat faktor yang menyebabkan Kepala Desa dan BPD sering

terjebak dalam perbedaan dan pertentangan yang mengarah kepada terjadinya



konflik, diantaranya adalah adanya sikap dan perilaku khususnya Kepala Desa
yang masih ingin mempertahankan kekuasaan, terbatasnya kualitas sumber
daya manusia, lemahnya komunikasi dan koordinasi, keterbatasan anggaran
operasional BPD, rendahnya partisipasi masyarakat, kendala yuridis serta
kendala politis dan juga komunikasi antara Kepala Desa dan BPD kurang baik
sering terjadi miskomunikasi jika tidak dijelaskan secara Detail, SDM dari
BPD juga tergolong masih rendah.

Penulis dapat mengemukakan hasil observasi yang dilakukan. dilapangan,di

kantor desa Karangsono dengan melakukan wawancara langsung dengan BPD

dan Sekretaris Desa yaitu *°:

“Bahwa secara umum yang sudah selama ini diamati selama ini hubungan antara
Pemerintah Desa dengan BPD selain menimbulkan dampak hubungan yang baik
diantaranya: adanya kerjasama yang baik, yang pertama, BPD dan pemerintah
desa saling bekerjasama dengan mengadakan rapat atau musyawarah dalam
merancang atau membuat program desa minimal sekali dalam 1 (satu) Tahun
sesuai dengan Pasal 54 ayat 1 dan 3. Kedua, Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa merupakan = lembaga desa yang bermitra dalam
melaksanakan penyelenggaraan ~pemerintahan desa berdasarkan pasal 24,
sehingga kesenjangan antara pihak pemerintah desa dan BPD bisa dijaga karena
prinsip mitra. Ketiga, dimana dalam struktur organisasi pemerintahan desa
karangsono terdapat pola hubungan yang sejajar antara Pemerintah Desa dan
badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintah desa
terutama pada saat perumusan dan pembahasan Peraturan Desa. Kepala Desa dan
BPD sama-sama harus sepakat sebelum ditetapkan dan diberlakukan Peraturan
desa tersebut. Sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, pada pasal 1 ayat
(7). Keempat, dalam pelaksanaan penyusunan program di tingkat Desa Kepala
Desa bersama BPD Desa Karangsono, selalu diawali dengan adanya dan
mengadakan Musrembang dengan lembaga-lembaga yang ada yaitu LPM dan di
LPM itu sudah masuk seksi yang berkaitan dengan seksi kebijakan dan seksi
inilah yang membawakan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan
masalah-masalah perencanaan pembangunan. Kelima, Pemerintah Desa dan BPD
Desa  Karangsono  dalam  merencanakan  program-program  selalu
mengkordinasikan bersinergis dan memberikan informasi kepada masyarakat di
sampaikan dalam suatu musyawarah Desa dan lain-lain”.

'® Wawancara dengan Sekretaris Desa dan BPD karangsono pada tangal 06 April 2021



Sedangkan faktor-faktor yang menjadi Kendala Pemerintah Desa dan BPD dalam
rangka menjalankan hubungan pemerintahan di desa Karangsono kabupaten
jember dari hasil wawancara langsung dengan Kepala Desa adalah'’ :

“ Kurangnya harmonisnya BPD dan Kepala Desa, cenderung melihatkan
dominasi antara BPD dan Kepala Desa, Juga SDM dari BPD yang masih rendah
terjadi karena adanya persepsi yang salah dan terjadi menyimpang akan ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya rumusan kebijakan
yang telah disepakati ditingkat atas perangkat desa dan kepala desa yaitu
musrembang, kemudian dibawah ke rapat tahunan di tingkat Desa Karangsono
Kecamatan Bangsalsari Kabupaen Jember. Pada saat diajalankan musyawarah
tersebut perencanaan atau -perumusan kebijakan terkadang hampir setiap
musrebang terjadi perbedaan pendapat antara BPD dan Pemerintah Desa yang
berujung BPD tidak mendukung program kerja desa. Disebabkan itu semua
adalah adnya faktor kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai tugas dan
fungsi yang dimiliki anggota BPD Desa Karangsono, dan yang sempat memanas
antara pemerintah desa dan BPD adalah sering terjadi intrik politik (perbedaan
dukungan pemlihan), kemudian sering terjadi pengelompokkan-pengelompokkan
perbedaan pendapat, antara ketua dan anggota internal BPD sendiri dan kepala
desa menjadi penengah dalam penyelesaian internal BPD dengan melakukan
mediasi terhadap permasalahan hal tersebut”
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